
 
 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
 

NOMOR  12  TAHUN 2001 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI TASIKMALAYA 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak   

Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 

dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119  

Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I 

dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II; 

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di      

atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran 

Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana     

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara     

Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3681); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah   

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara    

Nomor 3839); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara   

Nomor 3692); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang          

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang               

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 

1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang               

Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang        

Memuat Ketentuan Pidana; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang      

Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah            

Kabupaten Tasikmalaya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten    

Tasikmalaya. 

 
Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

f. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 

g. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan 

memadamkan kebakaran; 

h. Pemeriksaan atan pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh 

Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat 

berfungsi dengan baik; 

i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau 

badan. 

j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam 

kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat; 

k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam 

kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi; 

l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 

m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat 

yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar 

penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan; 

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat 

SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang 

ditetapkan; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah 

surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 
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q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 

r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, 

SKRDLB diajukan oleh wajib retribusi; 

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan 

atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; 

t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

u. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 

ketentuan pidana. 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran 

atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. 

 

Pasal 3 

 

(1) Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah            

Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat      

di gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk 

apartemen, kondominium dan rumah susun; 

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang 

dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan bangunan milik Pemerintah 

Kabupaten. 

 

Pasal 4 

 

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat 

pencegah dan pemadam kebakaran; 

(2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subjek retribusinya adalah pihak pengelola. 

 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5 

 

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum. 

 

Pasal 6 

 

Pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dilakukan setiap satu tahun sekali. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 

 

Pasal 7 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang 

diperiksa atau diuji. 
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BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 

 

Pasal 8 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk menutup 

sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan; 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya penyediaan peralatan, pemberian 

tanda bukti pemeriksaan atau segel dan pemeliharaan. 
 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 

 

Pasal 9 
 

Bagi setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapat pelayanan pemeriksaan alat pemadam 

kebakaran diwajibkan membayar retribusi. 

 

Pasal 10 
 

(1) Struktur tarip retribusi digolongkan berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran; 

(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya : 

- Isi 0 sampai 9 liter sebesar Rp. 2.000,00 per unit 

- Isi 9 sampai 20 liter sebesar Rp. 2.500,00 per unit 

- Isi 20 sampai 50 liter sebesar Rp. 3.000,00 per unit 

- Isi 50 sampai seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 per unit 

b. Jenis Dry Powder (serbuk), gen CO2, halon dan sejenisnya : 

- Berat 0 sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 3.000,00 per unit 

- Berat 6 Kg sampai dengan 25 Kg sebesar Rp. 5.000,00 per unit 

- Berat 25 Kg sampai dengan 150 Kg sebesar Rp. 7.000,00 per unit 

- Berat 150 Kg sampai dengan seterusnya sebesar Rp. 10.000,00 per unit 
 

BAB VII 

DAERAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 11 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

diberikan. 

 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 12 

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 13 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 
BAB IX 

SURAT PENDAFTARAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD; 
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(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; 

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Bupati 

 

BAB X 

PENETAPAN RETRIBUSI 

 

Pasal 15 

 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang 

dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan 

SKRDKBT; 

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

 

BAB XI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 16 

 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 17 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang   

atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

 

 

BAB XIII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal 18 

 

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi; 

(2) Pembayaran retribusi disetor ke Kas daerah; 

(3) Terhadap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi; 

(4) Bentuk, warna dan ukuran tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

BAB XIV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 

 

Pasal 19 

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan kemampuan wajib retribusi; 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
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BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 20 
 

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam 

pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan dan atau denda setinggi-tingginya                          

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 21 
 

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini 

dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 22 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan 

dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 23 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 

diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

Pasal 24 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 

 

 Ditetapkan di   Tasikmalaya 

Pada tanggal  2 Oktober 2001 

 

BUPATI TASIKMALAYA 

 

ttd. 

 

Drs. T. FARHANUL HAKIM 

 

Diundangkan di  Tasikmalaya 

Pada tanggal  3 Oktober 2001 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

TASIKMALAYA 

 

ttd. 

 

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN 

Pembina Tingkat I 

NIP. 010 072 069 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2001 NOMOR  4  SERI  B 


